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Abstrak

Penelitian ini menganalisis makna pengabdian Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam perspektif Iimu
Pemerintahan, khususnya sebagai wujud kehadiran negara melalui pelayanan publik. Penelitian
menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kepustakaan, analisis dokumen, wawancara, dan
observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengabdian ASN melampaui kewajiban
administratif karena berorientasi pada kepentingan publik, keberlanjutan pelayanan, dan
penerjemahan kebijakan negara di tingkat masyarakat. Pada wilayah berisiko, pengabdian
dipengaruhi kondisi geografis, keamanan, sumber daya, kompetensi, kepemimpinan, dan dukungan
organisasi. Pengabdian tidak identik dengan pengorbanan tanpa batas, sehingga negara perlu
menyediakan perlindungan, fasilitas, manajemen risiko, dan dukungan kelembagaan agar ASN dapat
menjalankan tugas secara aman, profesional, dan berkelanjutan.

Kata Kunci : ASN, Kehadiran Negara, Pelayanan Publik, Pengabdian

Abstract

This study analyzes the meaning of service by State Civil Apparatus (ASN) personnel from the
perspective of Government Science, specifically as a manifestation of the state's presence through
public service. The research employs a qualitative approach utilizing literature reviews, document
analysis, interviews, and field observations. The findings indicate that ASN service transcends mere
administrative obligations, as it is oriented toward the public interest, service continuity, and the
translation of state policies at the community level. In high-risk areas, such service is influenced by
geographical conditions, security, resources, competence, leadership, and organizational support.
Since service is not synonymous with limitless self-sacrifice, the state must provide protection,
facilities, risk management, and institutional support to enable ASN personnel to perform their duties
safely, professionally, and sustainably.

Kata Kunci : Civil Servants, State Presence, Public Service, Dedication
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PENDAHULUAN

Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan salah satu unsur strategis dalam penyelenggaraan
pemerintahan (Asriyati et al., 2025; Lastiwi et al., 2022; Satyadharma, 2026). Negara dapat
merumuskan kebijakan, membangun regulasi, menyediakan anggaran, dan mengembangkan
berbagai instrumen pelayanan, tetapi seluruh kebijakan tersebut pada akhirnya membutuhkan
aparatur yang menjalankannya dalam kehidupan masyarakat (Ridwan & Sudrajat, 2020). Karena
itu, kualitas pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh desain kelembagaan, tetapi juga oleh
kualitas manusia yang menjalankan fungsi pemerintahan tersebut (Jamaluddin et al., 2025; Sunaini
& Satyadharma, 2025).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara menempatkan
ASN sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan
dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional.
Regulasi tersebut juga menegaskan orientasi perilaku ASN melalui nilai dasar yang berorientasi
pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif.

Kerangka normatif tersebut memperlihatkan bahwa ASN tidak dapat dipahami hanya
sebagai pegawai yang bekerja berdasarkan hubungan administratif dengan negara. ASN memiliki
posisi sebagai aktor pemerintahan yang berhadapan langsung dengan masyarakat dan
menerjemahkan kebijakan negara ke dalam pelayanan konkret (Wahyudi, 2025). Dalam hal ini,
pengabdian menjadi konsep penting untuk memahami hubungan antara aparatur, pemerintah, dan
masyarakat.

Persoalannya, istilah pengabdian sering kali digunakan secara normatif tanpa pembahasan
yang memadai mengenai maknanya dalam praktik pemerintahan. Pengabdian dapat dipahami
sebagai dedikasi, loyalitas, tanggung jawab, atau kesediaan memberikan pelayanan kepada
masyarakat (Satriadi & Marlinda, 2025). Namun, dalam kondisi tertentu, pengabdian juga dapat
menempatkan ASN pada situasi yang penuh tantangan dan risiko.

Peristiwa yang menimpa aparatur ketika menjalankan tugas, termasuk kasus kekerasan
terhadap ASN yang sedang melaksanakan pelayanan di wilayah tertentu, menunjukkan bahwa
pengabdian aparatur dapat berlangsung dalam situasi yang tidak selalu ideal. Fenomena aktual
mengenai kekerasan terhadap ASN di Papua memberikan ilustrasi mengenai dimensi risiko
tersebut. Pada September 2026, tiga ASN di Kabupaten Jayawijaya menjadi korban penembakan
ketika menjalankan aktivitas yang berkaitan dengan tugas pelayanan kepada masyarakat. Aparat
kemudian melakukan olah tempat kejadian perkara dan menemukan selongsong peluru dari dua
caliber (Arifin, 2026; cnnindonesia.com, 2026).

Fenomena tersebut penting bukan semata-mata untuk membicarakan keamanan ASN,
tetapi untuk mengajukan pertanyaan yang lebih mendasar: apa makna pengabdian ASN ketika
tugas pemerintahan harus dilaksanakan dalam kondisi yang penuh keterbatasan dan risiko?

Pertanyaan tersebut memiliki relevansi kuat dalam Ilmu Pemerintahan. Pemerintahan pada
hakikatnya tidak hanya berbicara mengenai struktur, kewenangan, dan regulasi, tetapi juga
mengenai bagaimana negara hadir dan bekerja melalui aparatur untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat (Dewi & Suparno, 2022; Labolo, 2023). ASN menjadi salah satu wajah negara yang
paling dekat dengan warga. Ketika seorang aparatur memberikan pelayanan kesehatan,
mendistribusikan bantuan, mengurus administrasi kependudukan, mengawasi transportasi,
mendampingi masyarakat, atau melaksanakan pembangunan di daerah terpencil, aktivitas tersebut
pada saat yang sama merupakan bentuk konkret kehadiran negara (Mustofa et al., 2019). Dalam
perspektif administrasi publik, gagasan tersebut berhubungan dengan public service motivation.
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Perry dan Wise (Hakim & Hamid, 2021). memperkenalkan konsep tersebut untuk menjelaskan
motivasi yang mendorong individu untuk bekerja dalam pelayanan publik dan berorientasi pada
kepentingan masyarakat.

Pada saat yang sama, konsep street-level bureaucracy dari Lipsky (Apriliani & Malawat,
2026) memberikan perspektif bahwa aparatur yang berinteraksi langsung dengan masyarakat
memiliki posisi penting dalam menerjemahkan kebijakan ke dalam praktik pelayanan. Aparatur
garis depan menghadapi keterbatasan sumber daya, tuntutan masyarakat, aturan, dan kebutuhan
untuk menggunakan pertimbangan profesional dalam menjalankan tugas (Agusta & Jaya, 2021).
Dengan demikian, pengabdian ASN dapat ditempatkan pada titik temu antara motivasi pelayanan,
tanggung jawab pemerintahan, implementasi kebijakan, dan kehadiran negara (Lumbanraja et al.,
2025). Berdasarkan pemikiran tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis makna
pengabdian ASN dalam perspektif llmu Pemerintahan; (2) mengidentifikasi dimensi yang
membentuk pengabdian ASN dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik; dan (3)
merumuskan kerangka konseptual pengabdian ASN sebagai wujud kehadiran negara.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan, analisis
dokumen, wawancara, dan observasi lapangan untuk memahami pengabdian ASN serta hubungan
aparatur, pemerintahan, pelayanan publik, dan kehadiran negara (Syaipudin, 2025). Data
bersumber dari regulasi, artikel ilmiah, dokumen kebijakan, pemberitaan, informan, dan hasil
observasi yang dipilih secara purposive. Analisis dilakukan melalui identifikasi, kategorisasi,
interpretasi, dan sintesis konseptual. Keabsahan data diperkuat melalui triangulasi sumber dan
metode untuk menghasilkan model pengabdian ASN dalam perspektif Ilmu Pemerintahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengabdian ASN sebagai Orientasi Kepentingan Publik

Hasil kajian menunjukkan bahwa pengabdian ASN memiliki makna yang lebih luas
dibandingkan sekadar pelaksanaan kewajiban administratif. Kewajiban administratif menjelaskan
apa yang harus dilakukan ASN berdasarkan tugas dan fungsi, sedangkan pengabdian menjelaskan
orientasi mengapa tugas tersebut dilakukan.

Perbedaan tersebut dapat dilihat melalui dua konstruksi sederhana. Kewajiban
administratif:

Tugas — Pelaksanaan — Output Pengabdian ASN:

Tugas — Pelayanan — Manfaat Masyarakat — Kepentingan Publik

Pengabdian dengan demikian memiliki orientasi hasil yang lebih substantif. ASN tidak
hanya dituntut menyelesaikan pekerjaan, tetapi juga memahami bahwa pekerjaan tersebut
memiliki konsekuensi terhadap kehidupan masyarakat (Jufri et al., 2026).

Dalam perspektif pemerintahan, orientasi tersebut menjadi penting karena pelayanan
publik merupakan salah satu bentuk hubungan langsung antara pemerintah dan masyarakat.
Semakin kuat orientasi kepentingan publik, semakin besar kemungkinan tugas administratif
diterjemahkan menjadi pelayanan yang responsif. Pengabdian ASN karenanya dapat dipahami
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sebagai integrasi antara kewajiban formal dan orientasi moral-profesional terhadap kepentingan
masyarakat (Lampouw et al., 2026; Rajulan, Satyadharma, Suhartono, et al., 2026).

Wilayah Berisiko dan Dinamika Pengabdian ASN
Risiko merupakan bagian dari realitas penyelenggaraan pemerintahan. Risiko tidak hanya

berkaitan dengan keamanan, tetapi dapat berupa kondisi geografis, keterbatasan akses, bencana,
fasilitas yang terbatas, tekanan sosial, beban kerja, maupun kondisi lingkungan kerja (Elida, 2026;
Nazilaetal., 2026; Reppi et al., 2020). Wilayah berisiko dengan demikian tidak harus didefinisikan
semata-mata sebagai wilayah konflik. Suatu wilayah dapat disebut berisiko ketika kondisi
lingkungan secara signifikan meningkatkan tantangan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan
(Widiasih et al., 2024). Dimensi tersebut dapat meliputi:

1. risiko geografis, seperti wilayah pegunungan, kepulauan, atau daerah dengan akses
transportasi terbatas;
risiko sosial, seperti konflik horizontal atau ketegangan sosial;
risiko keamanan, termasuk ancaman terhadap keselamatan aparatur;
risiko infrastruktur, berupa keterbatasan sarana pemerintahan dan pelayanan;
risiko pelayanan, ketika kebutuhan masyarakat tinggi tetapi kapasitas pemerintah terbatas;
dan
6. risiko psikologis dan organisasi, seperti tekanan kerja dan ketidakpastian dalam

menjalankan tugas.

absrwn

Kondisi tersebut mengubah pengalaman pengabdian ASN. Aparatur tidak hanya
berhadapan dengan prosedur, tetapi juga harus menyesuaikan diri dengan konteks lapangan
(Kombongan et al., 2026; Rajulan, Satyadharma, Hado, et al., 2026).

Di sinilah konsep street-level bureaucracy menjadi relevan. Aparatur garis depan memiliki
posisi strategis karena mereka menerjemahkan kebijakan menjadi tindakan pelayanan. Lipsky
(Saleh et al., 2013) menunjukkan bahwa aparatur pada tingkat ini menghadapi keterbatasan sumber
daya, tuntutan masyarakat, dan kebutuhan menggunakan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas.
Dengan demikian, pengabdian ASN di wilayah berisiko membutuhkan lebih dari sekadar loyalitas.
la membutuhkan kompetensi, adaptasi, dukungan organisasi, dan kapasitas pengambilan
keputusan.

Pengabdian ASN dan Kehadiran Negara

Salah satu temuan utama penelitian adalah hubungan antara pengabdian ASN dan
kehadiran negara. Kehadiran negara tidak cukup dipahami sebagai keberadaan struktur
pemerintahan secara formal. Negara menjadi nyata ketika masyarakat dapat merasakan fungsi
pemerintahan melalui pelayanan, perlindungan hak, pembangunan, administrasi, dan penyelesaian
masalah publik (Saggaf et al., 2018; Satyadharma et al., 2026).

ASN menjadi salah satu aktor utama yang menjadikan kehadiran tersebut konkret.
Hubungan konseptualnya dapat dirumuskan:

Negara — Pemerintahan — ASN — Pelayanan Publik — Masyarakat — Kehadiran
Negara

ASN berada pada posisi penghubung. Kebijakan negara diterjemahkan melalui tindakan
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aparatur, kemudian dirasakan masyarakat dalam bentuk pelayanan.

Dalam sudut pandang wilayah berisiko, hubungan tersebut menjadi semakin penting.
Ketika aparatur tetap hadir menjalankan pelayanan dalam kondisi sulit, keberadaan pemerintah
menjadi lebih nyata. Sebaliknya, apabila pelayanan pemerintah tidak mampu hadir karena berbagai
hambatan, masyarakat dapat merasakan jarak antara institusi negara dan kebutuhan mereka
(Katharina, 2021).

Oleh karena itu, pengabdian ASN dapat dipandang sebagai salah satu mekanisme mikro
kehadiran negara yang menerjemahkan kebijakan publik menjadi pelayanan nyata, responsif,
inklusif, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

Pengabdian Bukan Pengorbanan Tanpa Batas

Penggunaan istilah “pengabdian” dalam birokrasi perlu ditempatkan secara Kkritis.
Pengabdian memang memiliki dimensi dedikasi, tetapi tidak boleh digunakan untuk membenarkan
pengabaian terhadap keselamatan, kesejahteraan, dan hak aparatur.

Terdapat perbedaan mendasar antara: Pengabdian = komitmen profesional untuk
kepentingan public, dan Pengorbanan tanpa batas = tuntutan untuk menerima seluruh risiko tanpa
dukungan negara. Perbedaan tersebut penting untuk menjaga keseimbangan hubungan antara
aparatur dan pemerintah.

ASN memiliki kewajiban untuk menjalankan tugas. Pada saat yang sama, pemerintah
memiliki kewajiban untuk menyediakan sistem kerja, sumber daya, fasilitas, perlindungan, dan
dukungan organisasi yang memungkinkan tugas tersebut dijalankan secara layak (Fauzan, 2024).

Dengan demikian, pengabdian merupakan hubungan timbal balik kelembagaan: ASN
memberikan pelayanan kepada masyarakat <« Negara menyediakan ekosistem kerja yang
memungkinkan pelayanan berlangsung. Perspektif ini menghindarkan penelitian dari romantisasi
pengabdian. ASN yang menghadapi risiko tidak seharusnya hanya dipuji karena keberanian, tetapi
juga perlu dilihat sebagai bagian dari sistem pemerintahan yang membutuhkan pengelolaan risiko
(Syafitri et al., 2024).

Pengabdian ASN dan Keberlanjutan Pelayanan Publik

Pengabdian ASN memiliki hubungan langsung dengan keberlanjutan pelayanan publik.
Pelayanan tidak dapat berlangsung hanya karena terdapat regulasi. Pelayanan membutuhkan
manusia yang hadir, mengambil keputusan, berinteraksi dengan masyarakat, dan menyelesaikan
persoalan (Pakudu, 2024).

Hal tersebut menjadi semakin jelas pada wilayah yang sulit dijangkau. Ketika ASN tetap
hadir, masyarakat memiliki akses terhadap fungsi pemerintahan. Ketika ASN tidak dapat
menjalankan tugas, terdapat kemungkinan terjadinya kekosongan pelayanan (Sutrisno, 2022).
Dengan demikian, pengabdian ASN merupakan salah satu sumber daya institusional pemerintahan
(Sjachrawy et al., 2025).

Namun, keberlanjutan pengabdian tidak dapat hanya bergantung pada karakter individu.
Pemerintah perlu membangun sistem yang mendukung keberlanjutan tersebut melalui:

1. pemetaan risiko tugas;
2. dukungan sarana dan prasarana;
3. penguatan kompetensi;
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4. kepemimpinan yang responsif;

dukungan psikososial;

koordinasi lintas sektor;

sistem penghargaan yang proporsional,

mekanisme perlindungan aparatur; dan

Evaluasi berkala terhadap kondisi kerja.

© oo NG

Dengan demikian, kebijakan pengelolaan ASN harus bergeser dari paradigma “ASN harus
siap mengabdi dalam kondisi apa pun” menuju paradigma “negara menciptakan kondisi agar ASN
dapat mengabdi secara profesional dan berkelanjutan.”

Model Pengabdian ASN sebagai Kehadiran Negara
Berdasarkan hasil sintesis, penelitian ini mengusulkan model konseptual sebagai berikut:

Model Pengabdian ASN
sebagai Kehadiran Negara

Nilai Pengabdian
Pondasi etis dan moral (BerAKHLAK, integritas,
serta kesadaran peran sebagai pelayan bangsa)

N2

Motivasi Pelayanan Publik
Dorongan internal (Public Service Mativation) untuk
berkontribusi positif kepada kesejahterann sosial

2

Komitmen ASN
Tekad, loyalitas, dan dedikasi profesional dalam
mengemban amanah kelembagaan

4

Pelaksanaan Tugas Pemerintahan
Eksekusi kebljakan, program kerja, dan tata kelola
birokrasi secara efektif dan akuntabel

N2

Pelayanan kepada Masyarakat
Interaksi Ian?sur\u melalul pemberian layanan publik
yang inklusif, cepat, transparan, dan responsif

<1

Manfaat Publik
Dampak nyatas yang dirasakan masyarakat (outcomes &
impact), seperti kesejahteraan, kepuasan, dan keadilan

R 2

Kehadiran Negara

Puncak dari pengabdian: Terwujudnya rasa aman,
keadilan, perlindungan, dan kepercayaan publik
terhadap keberadaan negara.

EREERE

RINGKASAN SINTESIS MODEL
Maodel konseptual ini menunjukkan ketorkaitan usalitas berantai (cusal chain): Nilainilai internal ASN
bertransfonmasi menjadi motivasi dan komitmen, yang mendorong lindakan nyata pemesintahan
serta pelayanan publik berkualitas, hingga akhirya membuahkan manfaat nyata dan menegaskan

Kehadiran Negara di tengah masyarakat

Gambar 1 Model Pengabdian ASN sebagai Kehadiran Negara Sumber : Data diolah (2026)

Model tersebut dipengaruhi oleh faktor lingkungan: Kondisi Wilayah + Kepemimpinan +
Sumber Daya + Kompetensi + Dukungan Organisasi + Manajemen Risiko.

Dengan model tersebut, pengabdian ASN dapat dipahami melalui tiga tingkat yaitu;
Pertama, tingkat individual. Meliputi motivasi, integritas, kompetensi, loyalitas, tanggung jawab,
dan orientasi pelayanan. Kedua, tingkat organisasi. Meliputi kepemimpinan, budaya kerja,
dukungan organisasi, fasilitas, koordinasi, dan manajemen risiko. Ketiga, tingkat pemerintahan.
Meliputi kemampuan negara memastikan keberlanjutan pelayanan publik dan kehadiran
pemerintah di tengah masyarakat.

Model ini menghasilkan proposisi bahwa Pengabdian ASN yang didukung oleh kapasitas
kelembagaan yang memadai akan memperkuat keberlanjutan pelayanan publik dan memperkuat
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persepsi masyarakat terhadap kehadiran negara. Proposisi tersebut dapat menjadi dasar penelitian
lanjutan dengan pendekatan empiris pada ASN yang bekerja di wilayah dengan karakteristik risiko
berbeda.

PENUTUP

Pengabdian ASN merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan karena
menjadi penghubung konkret antara negara dan masyarakat melalui pelayanan publik. Pengabdian
mencakup orientasi kepentingan publik, tanggung jawab, profesionalisme, ketangguhan, dan
keberlanjutan pelayanan, terutama di wilayah berisiko. Namun, pengabdian tidak berarti
pengorbanan tanpa batas karena pemerintah berkewajiban menjamin lingkungan kerja yang aman
dan bermartabat. Dengan demikian, pengabdian ASN merupakan bagian dari kapasitas
pemerintahan yang perlu didukung sistem kelembagaan agar kehadiran negara dapat dirasakan
secara nyata oleh masyarakat.

Pemerintah perlu memperkuat perlindungan, dukungan organisasi, dan sistem keselamatan
ASN di wilayah berisiko agar pengabdian berlangsung aman, profesional, berkelanjutan. ASN
perlu memperkuat integritas, profesionalisme, ketangguhan, dan orientasi pelayanan publik
sekaligus menjaga keselamatan serta keberlanjutan pelaksanaan tugas pemerintahan. Penelitian
selanjutnya perlu menguji model secara empiris melalui perbandingan wilayah berisiko berbeda
serta mengembangkan indikator pengabdian ASN komprehensif.
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